KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 64 TAHUN 1999

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Mengingat : 1. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Desa, Kecamatan dan Tugas Pembantuan adalah Desa, Kecamatan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN

DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

(1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan persyaratan yang ditemukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa.
Pasal 3

Desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Pasal 4

(1) dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal usul desa, dalam wilayah desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

(2) Sebutan bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

(1) kewenangan desa mencakup :

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah ; dan

c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten.

(2) tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumer daya manusia.

(3) Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. 

Pasal 6

(1) pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten;

(2) peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)memuat materi antara lain :

a. penegasan mengenai pengertian pembentukan desa yang diartikan pembentukan desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan;

b. persyaratan terbentuknya desa yaitu :

1) jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga.

2) Luas wilayah.

3) Sosial budaya.

4) Potensi desa.

5) Sarana dan prasarana pemerintahan.

c. penegasan mengenai batas wilayah desadalam setiap pembentukan desa;

d. mekanisme pelaksanaan pembentukan penghapusan dan atau penggabungan desa, mulai dari usul kepala desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan BPD sampai penetapannya dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
e. pembagian wilayah desa;

f. rincian tentang kewenangan desa.

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

umum

Pasal 7

Di desa dibentuk pemerintah desa dan badan perwakilan desa yang merupakan pemerintahan desa.

Pasal 8

(1) pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

(2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari :

a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan sepertisekretariat desa dan atau tata usaha;

b. unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan.

c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa diwilayah bagian desa seperti kepala dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 9

Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara republik indonesia dengan syarat-syarat :

a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa

b. setia dan taat kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati pancasila dan undang-undang dasar 1945; G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

h. berkelakuan baik, jujur dan adil;

i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;

l. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah.

Pasal 10
(1) kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;

(2) pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 11

(1) untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan perangkat desa.

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

Pasal 12

(1) panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

(2) bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
Pasal 13

(1) calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
(2) calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh bupati dengan menerbitkan keputusan bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih.

Pasal 14

(1) Sebelum memangku jabatannya kepala desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Susunan  kata-kata sumpah/janji kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana  tercantum dalam pasal 98 ayat (3) undang-undang nomor 22 tahun 1999.
Pasal 15

(1) masa jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
(2) Apabila masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 16
(1) tugas dan kewajiban kepala desa adalah:
a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;

b. membina kehidupan masyarakat desa;

c. membina perekonomian desa;

d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

f. mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum;

g. mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa;

h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.
(2) Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dengan tembusan camat;

(3) untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, kepala desa dapat dibantu oleh oleh lembaga adat desa;

(4)
segala perselisihan yang telah didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 17
(1) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 16 kepala desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Kepala desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa setelah melaluiteguran dan atau peringatan.
Pasal 18

(1) kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa bersdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

(3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaiak sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 19

(1) pertanggungjawaban kepala desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggun jawaban keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama tigapuluh hari disampaikan kembali kepada BPD.

(2) Dalam hal pertanggungjaweaban kepala desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati.
Pasal 20

(1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan;

(2) Tigab bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

(3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan kepala desa yang baru.

Pasal 21

Kepala desa diberhentikan oleh bupati atas usul BPD, karena :
a. meninggal dunia;

b. mengajukan permintaan sendiri;

c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;

d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang baru; dan

e. melakukan perbuatan yang bertebntangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
Pasal 22

(1) pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, ditetapkan dalam peraturan daerah kebupaten;

(2) peraturan daerah kebupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :

a. penegasan persyaratan calon, yang meliputi :

1) batas maksimal usia calon;

2) pengaturan mengenai persyaratan pendidikan secara tegas, misalnya harus berijazah SLTP dan atau pengetahuan dan pengalamannya dinilai sederajat dengan SLTP.

3) Pengaturan mengenai persyaratan tambahan bagi calon kepala desa sesuai dengan adat istiadat, misalnya tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran.

b. mekanisme pencalonan, yang meliputi :

1) pembentukan panitia pemilihan oleh badan perwakilan desa;

2) tugas panitia pemilihan;
3) tata cara pendaftaran dan persyaratan pemilihan;

4) pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

5) mekanisme penetapan calon yang berhak dipilih oleh masyarakat yang ditetapkan badan perwakilan desa.

c. pelaksanaan pemilihan, yang meliputi :

1) pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat;

2) pelaksanaan pemungutan suara;
3) penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara;

4) kemnungkinan calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang;

5) mekanisme pelaksanaan pemiliohan ulang.

d. tata cara pengucapan sumpah/ajanji dan pelantikan kepala desa termasuk pelaksanaan serah terima jabatan;

e. mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dan laporan pelaksanaan tugas tugas kepala desa kepada bupati;

f. larangan kerpala desa;

g. tindakan penyidikan terhadap kepala desa;

h. pejabat yang mewakili dalam hal kepala desa berhalangan;

i. mekanisme pemberhentian sementara kepala desa;

j. pemberitahuan dari BPD kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
k. pengaturan mengenai penyelenggaraan pencalonan dan pmilihan kepala desa tidak tepat waktu;

l. mekanisme pengangkatan pejabat kepala desa;

m. biaya pemilihan calon kepala desa dan pembebanannya.

Bagian ketiga

Perangkat Desa

Pasal 23

(1) perangkat desa membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;

(2) dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 24

Perangkat desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 25

Perangkat desa ditetapkan dengan kreputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 26

(1) pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa, ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten;
(2) peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :

a. persyaratan calon perangkat desa;

b. mekanisme pemilihan atau pengangkatan calon perangkat desa;

c. masa jabatan perangkat desa;

d. sikap netralitas perangkat desa dalam pelaksanaan tugas;

e. larangan bagi perangkat desa;

f. tindakan penyidikan terhadap perangkat desa;

g. mekanisme pemberhentian perangkat desa.

Bagian Keempat

Kedudukan Keuangan Kepala Desa

dan Perangkat Desa

pasal 27

kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 28

(1) pengaturan lwebih lanjutmengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten;

(2) peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :

a. rincian jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada kepala desadan perangkat desa;

b. pelaksanaan, penentuan besarannya dan pembebanan pemberian penghasilan dan tunjangan.
Bagian Kelima

Susunan organisasi Pemerintah Desa

Pasal 29

Susunan organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 30

Susunan organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalanm pasal 29 dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dengan tembusan camat.

Pasal 31

(1) pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi pemerintah desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten;

(2) peraturan daerah kabupaten sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai:

a. susunan organisasi;

b. kedudukan, tugas dan fungsi;

c. tata kerja

Bagian Keenam

Badan Perwakilan Desa

Pasal 32

Jumlah anggota badan perwakilan desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota.

b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;

c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;

d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa,11 orang anggota;

e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 33

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berlaku juga bagi anggota BPD.

Pasal 34

Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 35

(1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila;

(2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa. 

Pasal 36

(1) BPD mempunyai fungsi :

a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa;

c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa;

d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

(2) pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 37

(1) pimpinan badan perwakilan desa terdiri dari ketua dan wakil ketua.
(2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota badan perwakilan desa.

(3) Pimpinan badan perwakilan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(4) Rapat pemilihan pimpinan badan perwakilan desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 38

(1) dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD.

(2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh pemerintah desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari perangkat desa
Pasal 39
(1) anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa.

(2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 40

(1) untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretariat BPD;

(2) biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 41

Anggota dan pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 42

(1) pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan BPD ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten.

(2) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain :

a. mekanisme pelaksanaan pemilihan anggota BPD;

b. penetapan calon terpilihanggota BPD;

c. pengesahan hasil pemilihan anggota BPd;

d. tugas dab wewenang anggota BPD;

e. hak BPD;

f. hak anggota BPD;

g. kewajiban BPD;

h. larangan anggota BPD;

i. mekanisme rapat BPD;

j. pengaturan tata tertib BPD;
k. pemberhentian dan masa keanggotaan BPD;

l. penggantian anggota dan pimpinan BPD;

m. tindakan penyidikan terhadap anggota BPD.

BAB IV

LEMBAGA LAIN

Bagian Pertama

Lembaga Adat

Pasal 43

Pemerintah daerah dapat menetapkan berbegai kebijaksanaan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya.

Pasal 44

(1) pengaturan lebih lanjut mengenai pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan aat istiadat dan lembaga adat ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten;

(2) peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain :

a. mekanisme pemerdayaan, pelestsarian dan penmngembangan;

b. kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat;

c. hak, wewenang dan kewajiban lembaga adat termasuk kewenangan dalam penyelesaian perselisihan sengketa adat;

d. susunan organisasi;

e. hubungannyadengan organisasi pemerintahan, baik pemerintahan desa meupun pemerintah kabupaten.

Bagian Kedua

Lembaga kemasyarakatan

Pasal 45

(1) dalam upaya memberdayakan masyarakjat di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan, seperti LKMD dan PKK atau dengan sebutan lain;

(2) lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa yang bersangkutan.

Pasal 46
Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 47

(1) pengaturan lwebih lanjut mengenai pembentukan, lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten.

(2) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :

a. nama lembaga kemasyarakatan;

b. susunan organisasi;

c. tata kerja;

d. kedudukan dan tugas;

e. kewenangan, hak dan kewajiban;

f. pengaturan masa transisi organisasi kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti LKMD dan PKK.

BAB V

PERATURAN DESA

Pasal 48

(1) rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan atau BPD.

(2) Kepala desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 49

Dalam menetapkan peraturan desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.
Pasal 50

(1) peraturan desa ditandatangani oleh kepala desa.

(2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan bupati.

Pasal 51

(1) pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

(2) peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain :

a. bentuk peraturan desa;

b. muatan materi peraturan desa;

c. tata cara penetapan peraturan desa;

d. mekanisme pengambilan keputusan;

e. kedudukan peraturan desa terhadap kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB VI

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 52

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

a. pendapatan asli desa yang meliputi :

1) hasil usaha desa;

2) hasil kekayaan desa;

3) hasil swadaya dan partisipasi;

4) hasil gotong royong; dan

5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi :

1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah; dan

2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten.

c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah propinsi;

d. sumbangan dari pihak ketiga;

e. pinjaman desa.

(2) sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelole oleh desa dan tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 53

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) terdsiri dari :

a. tanah kas desa;

b. pasar desa;

c. bangunan desa;

d. obyek rekreasi yang diurus oleh desa;

e. pemandian umum yang urus oleh desa;

f. hutan desa;

g. perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurusoleh desa;

h. tempat-tempat pemancingan disungai;

i. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;

j. jalan desa; dan

k. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 54

Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan dengan pendirian badan usaha milik desa, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar desa dan melakukan pinjaman.

Pasal 55

(1) sumber pendaptan daerah yang berada didesa baik pajak maupun retribusi yang sudah di pungut oleh kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa;

(2) sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pasal 56

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 57

(1) pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten;

(2) peraturan daerha kebupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :
a. jenis-jenis pendapatan asli desa sesuai dengan kondisi daerah;

b. jenis-jenis kekayaan desa;

c. pengurusan dan pengelolaan sumber pndapatan desa;

d. pengembangan dan pengawasan sumber-sumber pendapatan desa.

Pasal 58

Pengaturan mengenai pedoman umum tentang pinjaman desa, badan usaha milik desa, sumbangan dari pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak ketiga akan ditetapkan tersendiri oleh pemerintah.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 59

Setiap menjelang tahun anggaran baru bupati memberikan pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan dan belanja desa kepada pemerintah desa dan BPD;

Pasal 60

Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ditetapkan setiap tahun oleh kepala desa dengan peraturan desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD kabupaten.

Pasal 61

(1) anggaran pendapatan dan belanja desa terdsiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

(2) Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 62

(1) pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.
(2) Pengelolaan anggaran sebagaim,ana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pasal 63

Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh benmdaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 64

(1) pengaturan lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa diatur dalam peratura ndaerah kabupaten.

(2) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :

a. tata cara penyusunan anggaran;

b. tata usaha keuangan desa;

c. mekanisme dan persyaratan pengangkatan bendaharawan desa.

d. Pembahasan anggaran;

e. Perubahan anggaran;

f. Perhitungan anggaran;

g. Mekanisnme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa;

h. Mekanisne pengawasan pelaksanaan anggaran oleh BPD;

i. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB VII

KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 65

(1) beberapa desa dap[at mengadakan kerrjasama untuk ke[pantingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada camat;

(2) untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk badan kerjasama;

(3) kerjasama antar desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan badan perwakilan desa.

Pasal 66

Pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar desa.

Pasal 67

(1) pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar desa dan diatur dalam peraturan daerah kabupaten;
(2) peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain :

a. bentuk kerjasama, seperti antar desa dalam satu kecamatan, antar desa diluar kecamatandalam satu kabupaten dan seterusnya;

b. obyek kerjasama;

c. muatan materi keputusan kerjasama;

d. biaya pelaksanaan kerjasama;

e. penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerjasama.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

(1) pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pembinaan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan pemerintahan desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan arahan dan supervisi.

Pasal 69

Dalam rangka pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa disampaikan kepada pemerintah kabupaten selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan camat.

Pasal 70

(1) pemerintah kabupaten dapat mewmbatalkan peraturan desa dan keputusan kepala desayang bertentangan dengan kepentingan umumatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(2) Keputusan pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada pemerintah desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Pemerintah desa yang tidak dapatmenerima keputusan pembatalanperaturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada pemerintahdan atau pemerintah propinsi setelah mengajukannya kepada pemerintah kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Keputusan menteri dalam negeri ini merupakan pedoman bagi pemerintah kebupaten dan DPRD dalam menetapkan peraturan daerah kabupaten mengenai desa.

Pasal 72

(1) peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

(2) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada menteri dalam negeri dalam rangka pengawasan dengan tembusan kepada gubernur, selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

Pasal 73

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 September 1999

MENTERI DALAM NEGERI
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